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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 638/2012 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA PEMBENTUKAN 
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 
Susun harus disahkan oleh Gubernur; 

b. bahwa untuk percepatan pemberian pelayanan dan efektifitas pelaksanaan 
penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 
Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ,,dalam huruf a, perlu 
diberikan pendelegasian wewenang penandatanganan -dari Gubernur 
kepada Pejabat yang ditunjuk; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian 
Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik 
dan Penghuni Satuan Rumah Susun; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun; 

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah 
Khusuc Ibukota Jakarta; 
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8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, 

9. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Menetapkan : 

KESATU • 

KEDUA : 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK 
DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN. 

Mendelegasikan wewenang pendelegasian Akta Pembentukan Perhimpunan 
Pemilik dan Penghuni Satuan urrrah Susun kepada Kepala Dinas Perumahan 
dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Dalam rangka melaksanakan pendelegasian wewenang penandatanganan Akta 
Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus 
menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

KETIGA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 April 2012 

GUBER 	RQVlNSl DAERAH KHUSUS 
JAKARTA, /•\\''.>--- 

/' 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 

Tembusan : 
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